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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 75/PMK.09/2020 

TENTANG 

PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN  

PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG 

KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA 

VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU MENGHADAPI ANCAMAN YANG 

MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS 

SISTEM KEUANGAN SERTA PENYELAMATAN EKONOMI NASIONAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (7) 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional 

dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi 

Nasional dan guna penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan 

berwenang menyusun pedoman Pengawasan dan 

penjagaan kualitas Pengawasan intern atas pelaksanaan 

Program Pemulihan Ekonomi Nasional; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Keuangan tentang Pedoman Pengawasan 

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional 

dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi 

Nasional; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6267); 
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  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional 

dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6514); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.09/2015 

tentang Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran 

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1728); 

  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1745); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN 

PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN 

EKONOMI NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG 

KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA UNTUK PENANGANAN 

PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 

DAN/ATAU MENGHADAPI ANCAMAN YANG 

MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU 

STABILITAS SISTEM KEUANGAN SERTA PENYELAMATAN 

EKONOMI NASIONAL. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang bertugas 

melaksanakan pengawasan intern di lingkungan 

pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang 

terdiri dari inspektorat jenderal/inspektorat/unit 

pengawasan intern pada kementerian, inspektorat 

utama/inspektorat/unit pengawasan intern pada 

lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan 

lembaga tinggi negara/lembaga negara, inspektorat 

provinsi/ kabupaten/kota, dan unit pengawasan intern 

pada instansi pemerintah lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

2. Pengawasan Intern yang selanjutnya disebut Pengawasan 

adalah Pengawasan intern yang dilaksanakan oleh APIP 

yang meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu, 

evaluasi, pemantauan, dan kegiatan Pengawasan lain 

terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi 

dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai 

bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak 

ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien 
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untuk kepentingan dalam mewujudkan tata 

kepemerintahan yang baik. 

3. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya 

disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk 

pemulihan perekonomian nasional yang merupakan 

bagian dari kebijakan keuangan negara yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat 

penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang 

membahayakan perekonomian nasional dan/atau 

stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi 

nasional. 

4. Tim Pengawas adalah tim yang ditetapkan penugasannya 

oleh pimpinan APIP untuk melaksanakan kegiatan 

Pengawasan.  

5. Klien Pengawasan adalah unit organisasi pada 

kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah yang 

menjadi objek pelaksanaan Pengawasan oleh APIP. 

6. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia adalah 

kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan 

kegiatan audit intern yang wajib dipedomani oleh auditor 

intern pemerintah Indonesia. 

7. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan 

keuangan negara. 

8. Inspektorat Jenderal adalah unit jabatan pimpinan tinggi 

madya yang menyelenggarakan fungsi Pengawasan di 

lingkungan Kementerian Keuangan. 

9. Inspektur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya pada 

unit jabatan pimpinan tinggi madya yang 

menyelenggarakan fungsi Pengawasan di lingkungan 

Kementerian Keuangan. 

10. Program Kerja Pengawasan adalah dokumen yang berisi 

prosedur yang harus dilaksanakan selama Pengawasan, 

yang dirancang untuk mencapai tujuan Pengawasan.  

 

 

 


